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ABSTRACT

The application of Sharia principles in accordance with the rules of the Quran and Hadist
is an ideal for some people in Surabaya. The urgency of this research is the mainstreaming
of Sharia principles in the economy which should be studied more complexly, so that it can
have an impact on the resilience of the nation and state. The formulation of this research
problem refers to three things, namely: 1) How is the regulation of consumer goods in the
Sharia perspective? 2) How is the implementation of Sharia principles implemented in
Surabaya City? 3) What is the strategy to maintain the existence of the application of
Sharia principles? The stages of this research method are through the use of qualitative
data collection techniques in-depth interviews, focus group discussions and observations.
The results of the study found conformity in the prohibition of being miserly and
accumulating excessive wealth while the prohibition of excessive and luxurious
consumption of goods is still widely carried out by the majority of people in Surabaya City
which is one of the big cities in East Java. The consistency of the role of government
institutions in this regard to be able to serve the needs of the Muslim community is very
intense and shows conformity with the second principle, namely the consumption of halal
property or goods. Based on the results of interviews show that modesty is the main thing
in Islam along with several postulates that explain the prohibition of exaggeration in
consuming food or beverage items.

Keywords: Discourse, Consumer Goods, Sharia Economics

ABSTRAK

Penerapan prinsip Sharia sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist merupakan
cita-cita bagi sebagian masyarakat Kota Surabaya. Urgensi penelitian ini merupakan
pengarusutamaan prinsip Sharia dalam perekonomian yang hendaknya dikaji lebih
kompleks, sehingga dapat berdampak pada ketahanan bangsa dan negara. Rumusan
masalah penelitian ini mengacu pada tiga hal yaitu: 1) Bagaimana pengaturan barang
konsumsi dalam perspektif Sharia? 2) Bagaimana implementasi penerapan prinsip-prinsip
Sharia di Kota Surabaya? 3) Bagaimana strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip
Sharia? Tahapan metode penelitian ini melaui penggunaan kualitatif dengan teknik
pengumpulan data indepth interview, focus group discussion dan observasi. Hasil
penelitian terdapat kesesuaian pada larangan bersikap kikir dan menumpuk harta
berlebihan sedangkan larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi barang
masih banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kota Surabaya yang merupakan salah
satu kota besar di Jawa Timur. Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk
dapat melayani kebutuhan masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian
dengan prinsip kedua yaitu konsumsi terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan hasil
wawancara menunjukkan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang utama dalam Islam
beriringan dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan
dalam mengkonsumsi barang makanan atau minuman.

Kata kunci: Discourse, Consumer Goods, Sharia Economics
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A. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip Sharia sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Quran dan Hadist merupakan
cita-cita bagi sebagian masyarakat Kota Surabaya. Hal ini setidaknya didukung berdasarkan
fakta bahwa penduduk muslim di Kota Surabaya merupakan mayoritas dibandingkan
dengan beberapa agama lain, dampak signifikan merujuk pada penerapan secara konsisten
prinsip Sharia. Peneliti mengamati bahwa kegentingan melanda Kota Surabaya terlepas dari
kontradiksi pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia. Pondasi dari ajaran Islam
yaitu Tauhid menunjukkan alam semesta ini satu dan kesatuan seluruh tatanan ekonomi,
sosial, maupun politik. Inti itu adalah Tauhid (Q.S. Thaha [20]: 53-54). Tujuan dari
penerapan hukum syariah adalah mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, konsep etika
Sharia memuat sepuluh diantarannya yaitu: 1) Iman; 2) Takwa; 3) Amanah; 4) Ibadah; 5)
Khilafah; 6) Ummah; 7) Keyakinan akan datangnya hari kiamat; 8) Adil dan Zulm; 9) Halal
dan Haram; dan 10) I’tidal dan ishraf (Cahya, 2018). Muncul beberapa peristiwa empiris
tentang diskursus pembolehan atau pelarangan jaminan dalam akad bagi hasil selayaknya
kajian figih klasik yang dijelaskan tentang prinsip akad bagi hasil (Maghfirah, 2020).
Implementasi di dalam masyarakat akad mudharabah atau musyarakah berkontribusi
terhadap modal sehingga didasarkan pada nilai kepercayaan diantara kedua belah pihak.
Teknik akad pembiayaan syariah merupakan metode yang digunakan untuk meyusun aktar
yang berkaitan dengan akad pembiayaan syariah yang meliputi: 1) Adanya metode; 2) Objek
yang dibuatnya, dan 3) Bentuknya (Hana & Dimam, 2022). Secara teknis dalam pembiayaan
Sharia diajukan melalui persetujuan komite pembiayaan dan selanjutnya dituangkan dalam
akad pembiayaan. Perspektif ekonomi islam menginisiasi tujuan dari konsumsi berdasarkan
Sharia islamiyyah, konsumsi didasarkan pada kebutuhan dan kegunaan secara rasional
(Fadilah, 2020). Meskipun kita dapat memahami bahwa kebutuhan dan kegunaan setiap
individu berbeda, sehingga penentuan standarisasi kebutuhan setiap orang juga akan
berbeda.

Lebih lanjut sebuah rasionalitas ekonomi tidak dipisahkan dari penggunaan system
ekonomi yang melandasinya, sehingga landasan filosofis dari system ekonomi mengatur
setiap orang untuk melaksanakan kegiatan pembatasan konsumsi. Berdasarkan perspektif
rasionalitas konsumsi islam ketika mengacu pada konsumsi tinggi maka keputusan untuk
membeli didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan maka cenderung menurun, karena
secara normative seseorang lebih memilih kebutuhan dibandingkan dengan keinginan
(Maharani & Hidayat, 2020). Sementara itu pada perspektif ekonomi modern, pelaku

ekonomi diasumkan rasional jika setiap orang selalu mengerti apa yang mereka inginkan.
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Permasalahan konsumsi yang terjadi adalah tentang konsep hedonism bersifat menjadi
bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak-banyaknya dan meninggalkan kesedihan
yang menyakitkan (Prastiwi & Fitria, 2020).

Prinsip sederhana dalam perspektif Sharia adalah pembelanjaan tidak boleh berlaku
kikir dan boros. Berdasarkan Imam al-Ghazali tentang kesejahteraan dari suatu masyarkat
tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: 1) Agama (al-din);
2) Hidup atau jiwa (nafs); 3) Keluarga atau keturunan (nasl); 4) Harta atau kekayaan (maal);
5) Intelek atau akal (agl) (Lutfi, 2019). Keinginan setiap individu bersumber dari hawa nafsu
atau self-interest dengan kecenderungan yang bersifat ambivalen yaitu kecenderungan baik
dan tidak baik (Afrina & Achiria, 2018). Keseimbangan dalam Islam berarti keadilan dalam
pola produksi, distribusi, dan sirkulasi ekonomi (Fachrudin, 2018).

Urgensi penelitian ini merupakan pengarusutamaan prinsip Sharia dalam perekonomian
yang hendaknya dikaji lebih kompleks, sehingga dapat berdampak pada ketahanan bangsa
dan negara. Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini menggunakan cultural approach
dan dikombinasikan berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Rumusan masalah penelitian ini
mengacu pada tiga hal yaitu: 1) Bagaimana pengaturan barang konsumsi dalam perspektif
Sharia? 2) Bagaimana implementasi penerapan prinsip-prinsip Sharia di Kota Surabaya? 3)
Bagaimana strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip Sharia? Tujuan penelitian ini
yaitu: 1) Untuk mengkaji pengaturan barang konsumsi dalam perspektif Sharia; 2) Untuk
menganalisis implementasi penerapan prinsip-prinsip Sharia di Kota Surabaya; 3) Untuk
mengkaji strategi menjaga eksistensi penerapan prinsip Sharia. Fokus penelitian ini adalah
penerapan pengaturan barang konsumsi dalam Sharia Economics sehingga dapat menjadi

ketahanan ekonomi suatu daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penggunaan Vosviewer memungkinkan mengklasifikasikan perkembangan tema
penelitian berdasarkan bibliometric (Putra, 2023). Selanjutnya ketiga artikel tersebut telah
publish di Scopus yang selanjutnya menjadi dasar dari penelitian terdahulu yang dikutipkan
dalam penelitian ini. Artikel pertama (Bakry et al., 2021) menjelaskan perlunya intervensi
pemerintah untuk menyediakan perhatian bagi sektor perbankan Sharia untuk menggaet
pasar milenial. Sementara itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan
dilaksanakan adalah berdasarkan objek penelitian mengambil konteks perilaku konsumtif
secara general dan lokus penelitian yang terbatas pada Kota Surabaya. Artikel kedua

(Abdulahanaa, 2020) terindeks Scopus akan tetapi telah discontinued, persamaan penelitian
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ini adalah keterkaitan perilaku konsumtif berdasarkan perspektif Sharia sementara
perbedaan penelitian adalah pada objek penelitian terdahulu menggunakan koperasi syariah
dalam pemberdayaan petani. Lebih lanjut penelitian ini akan menggunakan objekan
penelitian masyarakat konsumtif secara general di Kota Surabaya.Artikel ketiga (Muthoifin,
2021) yang juga telah terdiscontinued dari publikasi Scopus mengulas tentang pembiayaan
BMT dan membahas kinerja pembiayaan syariah, selain itu persamaan penelitian ini adalah
penggunaan metode kualitatif. Perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian yang
berbeda yaitu penelitian dilakukan di Kota Surabaya. Selanjutnya akan dijelaskan hasil olah

data VVosviewer untuk menjelaskan kebaruan tema penelitian sebagai berikut:
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Gambar 2. Hasil Olah Data Vosviewer

Hasil olah data VVosviewer menunjukkan bahwa Islamic law masih memiliki bulatan
kecil yang dapat diartikan bahwa penelitian yang mengkombinasikan consumption, Sharia,
dan Islamic law masih belum banyak. Keterkaitan penelitian ini yaitu pembahasan prinsip-
prinsip Islamic law pada pembatasan konsumsi.

1. Teori Konsumsi Dalam Islam

Pembatasan konsumsi suatu barang dalam Islam diatur melalui beberapa dalil yang
menjelaskan beberapa konsekuensi yang tidak diperbolehkan diantara sebagai berikut: 1)
Larangan bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan; 2) Larangan berlebihan dan
bermewahan dalam mengkonsumsi barang. Bagian selanjutnya akan dijelaskan beberapa
dasar argumentasi yang mendasari pernyataan tersebut. Pertama, larangan bersikap kikir dan
menumpuk harta berlebihan. Dalam kitab suci Al-Qur’an terdapat hubungan sosial yang
dapat diimplementasikan berdasarkan teladan para Nabi dan Rasul sehingga menimbulkan
kesejahteraan bagi para umatnya. Sifat kikir merupakan sifat yang sangat ditentang dalam
Islam bahwa harta harus dibelanjakan dan sebagian dari harta tersebut diberikan kepada
orang yang berhak mendapatkannya selayaknya penelitian Sholeh & Uyun (2021) yang
mengutipkan firman Allah SWT:

e 3o Al A% 135 e 558 S0 e e 5l G4 Sy &)
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“Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa
kesusahan dia berkeluh kesah, dan apabila mendapatkan kebaikan (harta) dia jadi
kikir.” (QS. Al-Ma’arif:19-21)

Sifat kikir disebabkan karena kurangnya prinsip nilai sosial yang mengarahkan manusia
pada kategori orang yang yang tidak mau berbagi dengan asumsi bahwa harta yang dimiliki
adalah hasil kerja keras dirinya tanpa ada bantuan pihak lain. Lebih lanjut pada ulasan Ulum
& Adlina (2020) yang mengutipkan firman Allah SWT sebagai berikut:

Al Ulte b3 €l W15 3000 (e 400 2 e 38855 JAL G 558055 6 5la
“Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang sombong dan
membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir dan menyuruh orang
lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah SWT yang terlah diberikan-
Nya kepada mereka dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa
yang menghinakan.” (QS. An-Nisaa: 37)

Perilaku kikir sangat ditentang dalam prinsip Islam yang sebetulnya seringkali
dilakukan oleh manusia dengan menumpuk harta dan menghitung harta tersebut serta
memiliki asumsi bahwa harta tersebut akan mengekalkan hidupnya. Perilaku Kkikir
diperingatkan dengan tegas selanjutnya pada penelitian Nasruddin & Aulia (2022) dalam

firman Allah SWT berikut:
At 8 (A S AT Al B Lty e Y g sl 5l K3 35
“Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan
menghitung-hitungnya. Dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat

mengekalkannya. Sekali-kali tidak! Pasti dia akan dilemparkan ke dalam (neraka).”
(QS. Al Humazah: 1-4)

Sikap menahan harta berlebihan (syuhun mutho’) sampai kepada kebakhilan
terhadap diri sendiri merupakan perbuatan tercela. Selanjutnya akan dijelaskan
pembatasan barang konsumsi menurut Islam yang kedua yaitu larangan berlebihan dan
bermewahan. Dalam konteks ini hidup kesederhanaan merupakan tradisi kaum muslim
yang mulia dalam segala hal, beberapa larangan Rasulullah SAW tentang pelarangan
boros berwudhu dengan air yang mengalir di sungai sebagai berikut:

“Inilah wudhu. Siapa saja yang melebihi ini maka dia telah berbuat jahat, melampaui
batas dan bertindak lalim.” (HR Ahmad dan Nasa’i)

Riwayat tersebut dijelaskan Rasulullah SAW ketika berwudhu dan menunjukkan
kepada Sa’ad yaitu dua per tiga mudd. Prinsip konsumsi dalam Islam sangat melarang
adanya berlebihan dan bermewahan bahkan ketika akan melaksanakan ibadah wajib shalat
lima waktu. Selain itu analisa Nahar & Hidayatulloh (2021) Allah SWT juga berfirman

sebagai berikut:
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G ymaall Cand ¥ A3 158,08 5 15T 5 1505 aata 08 e 2888 31504 2305
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid,
makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A’raf: 31)

Pelajaran yang dapat kita maknai dari pernyataan tersebut adalah bahwa sangat dilarang
untuk bersikap berlebih-lebihan sehingga secukupnya bahkan dalam segala hal perbuatan
maupun tindakan. Peringatan dalam konteks Islam selanjutnya dikutipkan oleh Prastiwi &
Fitria (2020) sebagai berikut:

Lo 38 I (3 85 1528 318 1y ol

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan,

dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang

demikian.” (QS. Al-Furgan: 67)
Dalil tersebut mengisyaratkan bahwa manusia hendaknya melakukan prinsip-prinsip

kesederhanaan dan tidak berlebihan ataupun bermewah-mewahan. Islam menolak dengan
tegas konsep tentang materalisme, konsumerisme, dan hedonism yang berkorelasi pada
boros di satu sisi dan Kiri pada sisi lainnya.
2. Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Menurut Ulum & Adlina (2020) menjelaskan setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi
prinsip konsumsi dalam Islam yaitu: 1) Konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT; 2)
Konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal; dan 3) Kesederhanaan dalam konsumsi.
Selanjutnya akan diulas secara singkat tentang konsep dari masing-masing prinsip tersebut
sehingga dapat digunakan sebagai landasan teori pada sub bab pembahasan.

Pertama, Allah SWT telah memberikan anjiuran bahwa bumi ini tidak diperuntukkan
sebagai landasan kemakmuran tetapi juga untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dukungan
argumentasi ini berdasarkan QS. Al-Bagarah 29 dan QS. Al-An’am 142 sebagai berikut:

e ein 08 357 b i (b oLl ) o 5 25 led (YT 8 6 o1 GBI (30T 5
“Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia
berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha
Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-Bagarah: 29)

Owd 308 1A il o gl T 5 01 28855 U 157U 085 A s a5
“Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada
yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu
musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-An’am: 142)
Kegiatan konsumsi sangatlah penting dan dianjurkan sesuai dengan kaidah yang
ditentukan Allah SWT. Fungsi dari anjuran tersebut setidaknya untuk membeirkan manfaat

bagi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akherat. Ketika setiap individu diberikan hak
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untuk menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah SWT maka individu tersebut harus
melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Selain itu pemikiran yang
rasional dibutuhkan dalam penentuan batas dari kecukupan menikmati hak yang telah
diberikan kepadannya.

Kedua, konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan ayat Al-Quran
terdapat beberapa dalil yang dapat digunakan sebagai dasar pemahaman prinsip konsumsi
berdasarkan pandangan Islam yaitu QS. Al-Bagarah 168, QS. Al-Bagarah 173, dan QS. Al-
A’raf 32 sebagai berlkut

RIS ENE umm;,z;\}uﬂy}ubﬂ;u@\ﬂseuu}xswu\@u

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- Iangkah syaitan; karena

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu.” (QS. Al-Bagarah: 168)

e &) Y6 e y}&u};)}u,\we w\)ﬂz@\u}f)g\eg,em}mus& 25 if

fad hie 4”‘ &

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi,

dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi

barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya,

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Bagarah:

173

Mh)ALLIJM }.\;J\ _,.m\;u.mﬂs‘zd& de\wuuH\jggggcﬁ\@!\m\u e);uads

Osalad o 38 oz Mqhs&usn a5

“Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya

untuk hamba-hambah-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang

baik? Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan

dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.” (QS. Al-A’raf: 32)

Berdasarkan kutipan ayat Al-Quran yang telah dijelaskan dimuka bahwa Islam
dianjurkan membelanjakan harta dengan tujuan konsumsi untuk memberikan manfaat.
Lebih lanjut Islam menggunakan peraturan yang signifikan terhadap barang konsumsi yang
halal, selain itu disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi masyarakat setempat.

Ketiga, kesederhanaan dalam konsumsi. Pada konteks ini seseorang dapat dikategorikan
sebagai kikir atau bakhil setidaknya akrena dua perkara: 1) Ketika tidak membelanjakan
harga untuk diri dan keluarganya berdasarkan kemampuannya; dan 2) Tidak membelanjakan
hartanya untuk tujuan kebajikan sosial ketika ia memiliki kemampuan. Dalil yang dapat
digunakan sebagai dasar argumentasi adalah QS. Ali Imran 180 dan QS. An-Nisaa’ 36-37)
sebagai berikut:

a5 & sk b g dshinad Ba 5 0 | 5h &llad (e A 2250 Ly Oslan Gl s s

b Gslend Wy A15® uaﬂ\juﬂmﬂmfw\
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan
kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi
mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka
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bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan
Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui
apa yang kamu ker]akan " (QS. Ali Imran: 180)
)1;&\}@)33\ da,\;&bum\}g@\}@)ﬂ\ sy G sl 5= ma\}sﬂy}w \jm_iJ
Sl 19548 YERL R o i Y A u\”?‘s:m usx,. u, el iy sl u;u\j Al
g Ule (il e 5 a10ad oy 01 24802 Lo &y 58855 JARG G (55405 65l
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan Nya dengan sesuatupun.
Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim,
orang-orang miskisn, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman
sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (yaitu) orang-orang
yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia
Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan
untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS. An-Nisa: 36-37)

Dalam perspektif Islam konsumsi hendaknya dilakukan ketika membelanjakan hartanya
dengan berdasasrkan kemampuan masing-masing. Besaran belanja yang dilakukan
setidaknya sewajarya tidak melebihi pendapatannya sehingga justru menimbulkan sifat

mubazir dan tidak terlalu sedikit sehingga bersifat kikir.

C. METODE

Tahapan metode penelitian untuk mencapai tujuan penelitian adalah kualitatif melalui
penggunaan indepth interview, focus group discussion dan observasi. Data primer penelitian
didapatkan melalui indepth interview dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Lebih
lanjut data sekunder didapatkan melalui studi literatur jurnal, buku, artikel, tesis, media
massa elektronik, dan dokumen negara. Teknik penentuan informan penelitian ini adalah
snowball sampling berdasarkan kepakaran masing-masing informan penelitian untuk
dimintai keterangan terkait dengan kecukupan data yang dibutuhkan. Snowball sampling
digunakan sebagai keakuratan metode pengumpulan data sehingga relevansi informan
penelitian memiliki kredibilitas yang baik (Sarie et al., 2022). Beberapa informan penelitian
sebagai berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

No Nama Informan Jabatan

1 KH Abdul Muchid MUI Surabaya

2 | KH Hasan Muttawakkil MUI Jawa Timur

3 Gus Fahmi Perwakilan GP Anshor
4 Andre Dosen UINSA

5 Allen Pranata Dosen UINSA

6 Gus Afif PC GP Ansor Surabaya
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Informan penelitian merupakan stakeholder yang memiliki jabatan publik sehingga
kredibilitas dan argumentasinya dapat dikategorikan sangat baik. Selain itu dari informan
awal penelitian ini selanjutnya akan mengarahkan kepada beberapa informan pendukung
yang dapat dimintai keterangan terkait dengan kecukupan data yang dibutuhkan dalam
penelitian (Putra & Aristyanto, 2021).

Pendekatan pemecahan masalah penelitian ini menggunakan cultural approach dan
dikombinasikan berdasarkan Al-Quran dan Hadist.. Teknik analisis data penelitian ini yaitu;
1) Reduksi data; 2) Display data; 3) Verifikasi data (Hartono, 2018). Lebih detail teknik

analisis data sebagai berikut:

Pengumpulan
Data

Display Data

b\

Reduksi Data

Kesimpulan-
Kesimpulan:
Penarikan/Verifikasi

v

Gambar 4. Teknik Analisis Data

D. HASIL PEMBAHASAN
1. Interpretasi Data Konsumsi Dalam Islam

Berdasarkan analisa Sholeh & Uyun (2021) menjelaskan bahwa konsumsi dalam Islam
memiliki setidaknya dua larangan utama yaitu: 1) Larangan bersikap kikir dan menumpuk
harta berlebihan; dan 2) Larangan berlebihan dan bermewahan dalam mengkonsumsi
barang. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap Gus Fahmi selaku
perwakilan GP Anshor yang ditemui terbatas menjelaskan bahwa: “Akidahnya memang
sesuai dengan landasan hukum pada QS. An-Nisa: 37 yang pada intinya adalah Allah SWT
tidak menyukai orang-orang sombong dan kikir. Batasan yang dapat menentukan dari

keduanya adalah rasionalitas dari setiap individu untuk tidak keluar pada kaidah-kaidah
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agama.” (Wawancara dilakukan 23 Juni 2023 di Cafe White House Kota Surabaya pada
pukul 13.00 WIB).

Permasalahan akidah selayaknya tidak dapat diperdebatkan karena telah menjadi pakem
dalam pemahaman dan pengaturan konsumsi berdasarkan perspektif Syariah. Peneliti
mengamati bahwa di Kota Surabaya lebih cenderung berkultur pluralistik sehingga tidak
terlalu terjadi kultur polarisasi sehingga toleransi antar umat beragama menjadi sangat baik.
Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaian oleh Allen Pranata selaku Dosen FEBI
Uinsa Kota Surabaya sebagai berikut: “Ya diluar konteks kaidah yang kita tidak bisa
perdebatkan lagi, di Kota Surabaya konsumsi masyarakat dibatasi melalui legalitas halal dan
haram yang ditandai dengan logo MUI. Beberapa restaurant yang tidak halal pun dengan
terang menjelaskan bahwa mereka menggunakan bahan tertentu yang tidak halal dan
keterbukaan itu yang terjadi di Kota Surabaya. Di lain sisi restaurant yang menjual makanan
halal mencantumkan logo halal yang bersertifikatkan MUL” (Wawancara dilakukan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul 15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pada tingkat konsumsi makanan di
berbagai restaurant telah mengalami keterbukaan tentang klasifikasi makanan halal dan
haram. Hal ini sekaligus telah menjadi budaya yang tidak hanya terjadi di Kota Surabaya,
akan tetapi di berbagai daerah lainnya karena negara Indonesia merupakan salah satu negara
mayoritas Muslim. Kesesuaian pernyataan ini tertuang dalam (QS. Al-Bagarah: 168) tentang
anjuran untuk mengkonsumsi makanan halal. Selanjutnya hasil kutipan pernyataan dari MUI
(2020) Provinsi Jawa Timur tentang konteks halal sebagai berikut: “Kaidah halal terdiri dari
dua kategori: 1) Halal secara dzatiyah atau substantive; dan 2) Cara mendapatkan rezeki
yang dikonsumsi. Halal dzatiyah berkorelasi pada dzat yang terkandung dalam
makanan/minuman tersebut. Beberapa diantaranya yang haram adalah bangkai, darah,
khamr, dan yang mengandung babi.” (Wawancara dikutip dari website resmi MUI Jatim
pada tanggal 6 Juli 2023 pukul 21.00 WIB)

Simpulan dari hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa konteks makanan halal
terdiri dari dzatiyah dan cara mendapatkannya. Kedua hal tersebut harus terpenuhi sehingga
konsumsi dapat dikatakan halal, hal sejalan dengan pernyataan tersebut disampaikan oleh
Andre selaku Dosen FEBI Univesitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai berikut: “Di Kota
Surabaya yang merupakan kota besar di Jawa Timur secara mayoritas masyarakatnya
menengah keatas dan tentu hal ini akan mendekat dengan konsep hedonism dan
konsumerisme. Keteguhan iman sangat diperlukan di kota Surabaya, hal ini setidaknya dari
segi kondisi lingkungan yang dapat dikatakan lebih liberal dibandingkan dengan situasi di
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pondok pesantren atau di kota sekitar Surabaya. Kembali lagi kepada pribadi masing-masing
untuk dapat secara konsisten berteguh pada iman untuk tidak belebihan dan bermewah-
mewahan dalam melakukan konsumsi.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB).

Hasil wawancara menunjukan bahwa kota Surabaya secara fasilitas memiliki
kelengkapan yang baik, akan tetapi justru menimbulkan kontradiktif terhadap kemungkinan
perilaku individu untuk melakukan konsumsi berlebihan dan bermewah-mewahan. Hal ini
disebabkan karena atensi antar individu yang tinggi sehingga memunculkan gengsi diantara
sesama dan tentu akan menimbulkan konsumsi yang berlebihan ataupun bermewah-
mewahan.

Terkait dengan interpretasi teori menunjukkan pada poin pertama yaitu larangan
bersifat kikir dan menumpuk harta berlebihan di Kota Surabaya masih dapat dikendalikan
dan terlaksana dengan baik. Akan tetapi pada poin larangan berlebihan dan bermewahan
dalam mengkonsumsi barang mengalami kesulitan disebabkan karena fasilitas di kota besar
yang mencukupi semua kebutuhan, selain itu di era digital mempermudah transaksi
pembelian barang sehingga berpotensi untuk mengarah pada konsep konsumerisme.

2. Interpretasi Data Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Hasil interpretasi berdasarkan penggunaan perangkat teori yang telah dijelaskan oleh
Ulum & Adlina (2020) yang terdiri dari: 1) Konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT;
2) Konsumsi hanya terhadap harta atau barang halal; dan 3) Kesederhanaan dalam konsumsi.
Berdasarkan interpretasi poin pertama selayaknya kaidah dalam beberapa dasar argumentasi
yang dituliskan dalam Al-Quran menunjukkan konsumsi yang didasari mencari keridhaan
Allah SWT akan mendapatkan jalan yang mulia selama penggunaan konsumsi tersebut
sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Di Kota Surabaya menunjukkan bahwa
konsumsi untuk mencari keridhaan Allah SWT dijelaskan pada wawancara dengan Allen
Pranata selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya sebagai
berikut: “Perilaku konsumsi di Kota Surabaya secara mayoritas saya melihat masih banyak
yang didasari hanya pada profit oriented bukan tujuan utama untuk mencari keridhaan Allah
SWT. Pernyataan saya ini mungkin tidak bisa digeneralisir ke semua masyarakat, akan tetapi
saya berbicara mayoritas masyarakat Kota Surabaya yang saya pahami. Tidak menutup
kemungkin dibeberapa sudut kota Surabaya memang mengutamakan mencari keridhaan
Allah SWT seperti yang saya ketahui ada komplek wisata religi Sunan Ampel, pondok
pesantren, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Tentu dalam konteks ini beberapa
daerah lain masih banyak ditemukan profit oriented tadi yang saya jelaskan, intinya adalah
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apapun dilakukan untuk mencari keuntungan secara pribadi.” (Wawancara dilakukan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul 15.00 WIB).

Wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa di Kota Surabaya setidaknya secara
mayoritas masyarakat lebih mengutamakan profit oriented dibandingkan dengan mencari
keridhaan Allah SWT. Jika hal ini berlaku untuk mayoritas masyarakat Kota Surabaya maka
akan terjadi bahaya tingkat keimanan masyarakat sekitar, meskipun tidak dapat di sama
ratakan terhadap seluruh masyarakat. Wawancara selanjutnya yang dilakukan kepada Andre
selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai berikut: “Kejelasan dalil dan
fatwa yang dikeluarkan menunjukkan bahwa barang apapun bentuknya tentu saja tidak
terlepas dari klasifikasi halal. Termasuk syarat dan ketentuan yang tadi dijelaskan mengutip
MUI Jatim, saya sepakat memang untuk klasifikasi halal berdasarkan dzat yang terkandung
dan cara mendapatkan barang tersebut. Pendapat saya secara pribadi dalam Islam
diperbolehkan berkompetisi bahkan diminta untuk berlomba-lomba dalam soal kebaikan,
konotasi kebaikan ini salah satunya adalah yang bersifat halal.” (Wawancara dilakukan di
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00
WIB).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa sebelum masyarakat
mengkonsumsi barang hendaknya memperhatikan klasifikasi halal dan haramnya. Bahkan
dimungkinkan sebelum pertimbangan bentuk barang, kualitas barang, maupun rasa dari
barang tetapi utamanya adalah klasifikasi halal dari barang tersebut. Lazim untuk dapat
dipahami bahwa setiap yang diharamkan oleh Allah pasti mengandung mudharat/kerusakan
bagi manusia (Habibullah, 2017). Hal ini sependapat dengan pernyataan MUI Jatim sebagai
berikut: “MUI melihat bahwa memang industri halal ini menjadi tonggak utama dalam
penentuan pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi suatu barang, sehingga kita juga
mempercepat melalui pendirian RPH untuk memastikan klasifikasi halal dari hewan potong.
Tentu hal ini diinisiasi untuk melayani masyarakat muslim dan memastikan klasifikasi halal
dari hewan potong.” (Observasi dilakukan pada website resmi mui.or.id dikutip pada tanggal
7 Juli 2023 pukul 13.00 WIB)

Simpulan dari hasil wawancara menjelaskan RPH untuk memastikan klasifikasi halal
sekaligus untuk percepatan dan meyakinkan masyarakat tentang kualitas halal dari hewan
yang di sembelih. Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk dapat melayani
kebutuhan masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip
kedua yaitu konsumsi terhadap harta atau barang halal. Selanjutnya akan dijelaskan hasil
wawancara dengan Allen Pranata selaku Dosen FEB Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
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sebagai berikut: “Terkait dengan kesederhanaan dalam mengkonsumsi memang menjadi
atensi dan perhatian selanjutnya bagi para umat muslim, meskipun di tengah kota besar ini
masih banyak dijumpai perilaku konsumsi yang berlebihan. Kita bisa amati pada diri kita
sendiri ketika makan misalnya dan kita mengkonsumsi makanan berlebihan maka
pencernaan juga merasa tidak nyaman, tetapi kalau kita makan secukupnya maka aktivitas
menjadi lebih baik. Inilah penekanan yang terpenting perihal kesederhanaan konsumsi dan
secara normative telah dilakukan oleh mayoritas masyarakat Kota Surabaya.” (Wawancara
dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota Surabaya pada 27 Juli 2023 pukul
15.00 WIB).

Wawancara menunjukkan bahwa di Kota Surabaya secara mayoritas telah menerapkan
prinsip yang baik yaitu kesederhanaan dalam mengkonsumsi suatu barang. Meskipun masih
seringkali didapati beberapa masyarakat melakukan konsumsi berlebihan. Pernyataan
serupa juga dijelaskan oleh Andre selaku Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Kota Surabaya sebagai berikut: “Kesederhanaan dalam muslim itu yang utama memang,
karena kita beragama itu tentu ada aturan yang berlaku. Dalam muslim aturan kesederhanan
menjadi hal yang mutlak sehingga manfaat baik juga kita terima sebagai makhluk ciptaan
tuhan. Bahkan beberapa dalil dengan tegas menjelaskan tentang larangan perilaku konsumsi
berlebihan.” (Wawancara dilakukan di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Kota
Surabaya pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 14.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa kesederhanaan merupakan hal yang
utama dalam Islam beriringan dengan beberapa dalil yang menjelaskan tentang larangan
berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang makanan atau minuman. Hal ini memiliki
kesesuaian dengan prinsip ketiga yaitu kesederhanaan dalam konsumsi. Selain itu dalam
konsep ekonomi islam terdapat beberapa dorongan untuk tunduk kepada kode etik islam
yaitu: 1) Iman; 2) Dorongan moral; 3) Tanggung jawab sosial; 4) Keanggotaan bisnis; 5)
Jiwa; dan 6) Takut terhadap hukuman (Nurdin, 2018). Prinsip dalam Islam beberapa waktu
tidak hanya berkaitan dengan jumlah, jika suatu hal berkaitan dengan jumlah maka
kedudukan nishab zakat adalah tauqifi, lebih lanjut hal ini tidak ada kaitanya dengan
persamaa nilai atau had kifayah (Priyono, 2018). Hasil penelitian lain menunjukkan
pemerintah harus menerapkan diantaranya: 1) Siddig; 2) Amanah; 3) Tabligh; dan 4)
Fattanah (Muhit et al., 2022).

E. KESIMPULAN
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Peneliti mengamati bahwa berdasarkan interpretasi teori yang digunakan pada teori
konsumsi dalam Islam menurut Sholeh & Uyun (2021) terdapat kesesuaian pada larangan
bersikap kikir dan menumpuk harta berlebihan sedangkan larangan berlebihan dan
bermewahan dalam mengkonsumsi barang masih banyak dilakukan oleh mayoritas
masyarakat Kota Surabaya yang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur. Simpulan
dari hasil wawancara menjelaskan RPH untuk memastikan klasifikasi halal sekaligus untuk
percepatan dan meyakinkan masyarakat tentang kualitas halal dari hewan yang di sembelih.
Konsistensi peran lembaga pemerintah dalam hal ini untuk dapat melayani kebutuhan
masyarakat muslim sangat intens dan menunjukkan kesesuaian dengan prinsip kedua yaitu
konsumsi terhadap harta atau barang halal. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan
bahwa kesederhanaan merupakan hal yang utama dalam Islam beriringan dengan beberapa
dalil yang menjelaskan tentang larangan berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi barang
makanan atau minuman.

Penelitian ini terbatas pada informan penelitian yang belum mencakup perwakilan
masyarakat pada umumnya dan terbatas pada stakeholder yang terkait dengan objek yang
diteliti. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menerapkan scope yang lebih luas sehingga
mendapatkan hasil yang lebih lengkap.
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